
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 1/HK.04-KPt/1208/2022

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum adalah wadah

pendayagunaan bersama atas dokumen hukum

secara tertib, terpadu dan berkesinambungan

serta merupakan sarana pemberian pelayanan

informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah,

dan cepat;

b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun perlu dikelola dalam suatu Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum yang

terpadu dan terintegrasi;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Simalungun tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
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Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;
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Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Simalungun Nomor 04/HK.04-

BA/1208/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang

Penetapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SIMALUNGUN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun.

KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan wadah pendayagunaan bersama atas

dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun secara tertib, terpadu, dan

berkesinambungan, serta merupakan sarana

pemberian pelayanan informasi hukum secara

lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
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KEEMPAT : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

berfungsi sebagai:

a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Simalungun yang sifatnya

kebijakan dan telah dibuat salinan sesuai

dengan aslinya serta telah ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang;

2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Simalungun yang sifatnya

kebijakan dan telah dibuat salinan sesuai

dengan aslinya serta telah ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang; dan

3. Surat Edaran;

4. Dokumen lainnya yang termasuk dalam

dokumen non peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kebutuhan dan

aksesibilitas terhadap naskah tersebut; dan

c. media publikasi artikel dan kajian hukum.

KELIMA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling

kurang memuat informasi:

a. produk hukum Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Simalungun yang mencakup:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Simalungun;

2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Simalungun; dan

3. Surat Edaran; dan
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b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai

Pihak yang berperkara.

KEENAM : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Sub

Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun.

KETUJUH : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEENAM, bertugas:

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan

informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta

dapat diakses secara cepat dan mudah;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber

daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim

Pengelola; dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan

tahunan;
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KEDELAPAN : Pembiayaan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Simalungun dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Simalungun Bagian Anggaran 076 Tahun

Anggaran 2022;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya

pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

RAJA AHAB DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

SF R£TA

Purba
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